
Mengingat ... 

a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan 
penyebarluasan informasi kepada masyarakat, maka 
pen ting adanya Standar Operasional Prosedur 
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Sintang Kepada Masyarakat; 

b. bahwa dalam upaya penerapan standar operasional 
prosedur penyebarluasan informasi kepada masyarakat 
Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun 
media sosial, maka data, pesan dan inforrnasi yang 
disampaikan harus tertata, akurat dan efisien; 

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b, dan 
agar penerapan Standar Operasional Prosedur 
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun 
me~ia sosi~ dimaksud dapat berjalan dengan efektif dan 
efisien, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan, 
maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur 
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Sintang Kepada Masyarakat ; 

d. b~hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam _huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur 
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pem · tah 
Kab':1-paten . Sinta1:~ menggunakan website dane~n 
media ~os1al milik Bagian Humas dan Protokol 
Sekretanat Daerah Kabupaten Sintang; 
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8. Peraturan .. , 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
Dan Tn:3 . .nsaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Taht~n 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara. Repubhk Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor . 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5952); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 t t 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Inden a1:g 
Tahun. 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran onesia 
Republik Indonesia Nomor 5038); Negara 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tah 
Pelayanan Publik (Lembaran Ne un 20?9 tentang 
Tahun 2009 Nomor 112 T bgara Repubhk Indonesia 
R bl .k , am ahan Lembaran N ~pu I Indonesia Nomor 5038) b . egara 
diubah dengan Undang-U d N se agaimana telah 
(Lembaran Ne ara Re . n ang ~mor 19 Tahun 2016 
112 T g pubhk Indonesia Tahun 2009 N , ambahan Lembaran Ne . omor 
Nornor 5038); gara Repubhk Indonesia. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5166); 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Unqang-Undang Darurat Noi:nor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
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6. Standar ... 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sin tang. 

5. B~gian Humas dan P_rotokol Sekretariat Daerah Kabu aten 
Smtang yang selanJutnya disebut Bagian Humas pd 
Protokol ad~lah unit kerja pada Sekretariat Daer: 
Kabupaten S1ntang yang salah satu tugas pokoknya adalah 
penyelenggaraan pelayanan bantuan h ku d 
pelayanan Hak Asasi Manusia di Ka bu paten Si~ tan; an 

se bagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sintang. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG MENGGUNAKAN 
WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL MILIK BAGIAN HUMAS 
DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 
SINTANG. 

MEMUTUSKAN 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
3); 

Menetapkan 



b. Kepala ... 

Dengan diberlakukannya Standar Operasional Prosedur 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka: 

a. SeI1:1ruh tahapan dalam menyebarluaskan informasi 
kegiatan Pemenntah_ Kabupaten Sintang kepada masyarakat 
menggunakan uiebeite dan akun media sosial milik Bagian 
H_uma~ dan Protokol Sekretariat Daerah kabupaten sintang 
bisa dllaksanakan · 

' 

Pasal 4 

Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi pada 
Bagian Humas dan Protokol sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

Pasal 3 

BAB III 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN 

INFORMASI PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
memberikan panduan kepada setiap aparatur / pelaksana 
pelayanan yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian 
pelayanan penyebarluasan informasi kegiatan 
Pemerintah Kabupaten Sintang menggunakan website 
dan akun media sosial milik Bagian Humas dan Protokol. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati 1n1 adalah 
terwujudnya pelayanan penyebarluasan informasi kegiatan 
Pemerintah Kabupaten Sintang yang cepat, berkualitas, 
dan akurat. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

6. Standar OperasionaJ Prosedur yang selanjutnya disingkat 
SOP adalah proses standar pengolahan pelayanan 
penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun 
media sosial milik Bagian Humas dan Protokol secara 
internal yang mcnjadi pcdoman/ panduan bagi setiap 
aparatury pclaksana pelayanan yang terlibat dalam 
pelaksanaan pernberian pclayanan tahap demi tahap, agar 
proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, efektif, 
dan efisien sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang 
baik dan memenuhi standar. 
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